BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Asas-asas penyelenggara pemilu merujuk pada seperangkat sistem nilai yang
dikehendaki undang-undang untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang
berintegritas. Mengingat tugas utama mereka berkaitan dengan mekanisme mengubah
penyelenggara pemilu harus dijabat;olehjorang-orang,yang memiliki kualifikasi untuk
menghasilkan pemilu yang demokratik, jujur, adil, dan berintegritas. Bentuk
pelanggaraan kode etik oleh penyelenggara KPU dan Panwaslu Kota Payakumbuh
adalah tentang integritas, independen, impralitas dan profesionalisme penyelenggara
dalam menjalankan aturan. Hal tersebut dilihat dengan bagaimana penyelenggara
pemilu Kota Payakumbuh menjalankan aturan dan proses tahapan dalam Pilkada
yang berlansung.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hetta Manbayau sebagai ketua
KPU Kota Payakumbuh bermula dari berbedanya pandangan hukum dan sifat serta
tindakan dalam proses pelaksanaan pemilukada di Kota Payakumbuh dengan anggota
KPU yang lain. Sifat dan tindakan Hetta selaku Ketua KPU Kota Payakumbuh di
nilai oleh DKPP tidak berintegritas dan profesionalisme dalam bertindak dan
menjalankan aturan. DKPP tidak melihat temuan Panwaslu Kota Payakumbuh
masalah pencalonan yang tertunggak pajak tetapi lebih melihat kinerja Hetta sebagai
penyelenggara pemilu yang bekerja sendiri sendiri dan tidak profesionalisme.
Kemudian Hetta juga dinilai bekerja diluar batas hak nya dan melakukan yang bukan

haknya. Hal tersebutlah yang membuat Hetta divonis telah melakukan pelanggaran



kode etik dan DKPP memutuskan Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian sebagai
Ketua Kepada Hetta Manbayu selaku Ketua KPU Kota Payakumbuh.

Kemudian pelanggara kode etik juga dilakukan oleh ketua Panwaslu Kota
Payakumbuh. Media Febriani selaku ketua Panwaslu tidak memplubikasikan
mempunyai suami yang terlibat dalam anggota dan Pengurusan Partai Amanat
Nasional (PAN) kota Payakumbuh. DKPP menilai secara etik sebagai anggota
penyelenggara pemilu_dituntut -mengumumkan, adanya hubungan atau keterkaitan
pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugas sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a
Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang
Kode etik penyelenggara pemilu. Tidak ada suatu alasan bagi penyelenggara pemilu
yang dapat dibenarkan menurut etika untuk tidak mengumumkan adanya hubungan
atau keterkaitan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kedudukan Ketua
maupun sebagai anggota Panwaslu Kota Payakumbuh sepatutnya mengumumkan
hubungan pernikahannya sejak diketahui bahwa suaminya adalah anggota dan
pengurus partai politik. Kemudian DKPP Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian

sebagai Ketua kepada Media Febrina selaku Ketua Panwas Kota Payakumbuh

6.2 Saran

Pemilukada yang berkualitas dapat diwujutkan jika penyelenggara memahami
dengan baik kode etik penyelenggara Pemilukada. Oleh karenanya tidak ada cara lain
yang dapat dilakukan, kecuali dengan membentuk penyelenggara Pemilu yang

berintegritas dan mampu menempatkan diri sebagai penyelenggara yang adil,



berpengetahaun dan kompeten. Dengan sistem penyeleksian yang ketat dan
persyaratan yang meliputi aspek independensi (bebas dari unsur golongan atau partai
politik), pengetahuan, dan sikap mental sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik
dan dapat meminimalisasi pelanggaran. Kemudian menyeleksi calon penyelenggara
yang memang memiliki kemampuan memehami kode etik dan mengamalkannya
kedalam pelaksana Pemilukada. Tidak hanya itu, penyelenggara Pemilukada yang
terpilih  juga harus__dibekali . dengan’  diklat,; dan  bimtek singkat mengingat
perkembangan aturan pemilukada yang sangat dinamis dan cendrung berubah
mengikuti masyarakat. Hal yang perlu juga diperhatikan agar masalah pelanggaran
kode etik ini dapat diminimalisir adalah dengan meningkatkan kesejahteran
penyelenggara pemilukada ini. Apalagi tantangan pelaksanaan pemilukada ini adalah
pada pragmatisme yang terkait dengan kompensasi ekonomi yang mereka terima

setelah melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.



